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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan 

1. World Organisation for Animal Health (OIE), dahulu Office 

International des Epizooties sebelum mengadopsi nama Inggrisnya 

pada 2003, adalah organisasi internasional antarpemerintah, yang 

bergerak khusus di bidang kesehatan dan kesejahteraan hewan. OIE 

dibentuk pada tahun 1924 untuk menangani wabah yang merebak di 

Eropa, atas dasar kesepakatan dari 28 negara. Setelah organisasi ini 

berdiri cukup lama, OIE lalu dijadikan organisasi referensi oleh WTO 

melalui perjanjian SPS, dan beberapa tahun kemudian oleh PBB, 

FAO, dan WHO. OIE ditetapkan menjadi organisasi referensi yang 

membuat standar kesehatan dan kesejahteraan hewan, agar diikuti oleh 

masyarakat global, dan menekan jumlah penyebaran wabah karena 

kooperasi negara anggotanya. OIE membuat 4 (empat) jenis code yang 

dijadikan standar di seluruh dunia, salah satunya Terrestrial Animal 

Health Code (TAHC) yang menjadi bahasan tulisan ini. TAHC dibuat 

sebagai soft law yang sifatnya lunak dan memandu, untuk menetapkan 

standar bagi hewan terrestrial atau hewan yang habitatnya di daratan. 

Standar yang dibuat oleh OIE pada dasarnya diturunkan atau 

didasarkan dari teori “lima kebebasan” yang dibuat oleh Profesor 

bernama Roger Brambell. Teori ini sendiri sebenarnya juga diturunkan 

dari banyaknya pemikiran akademisi dari abad ke-17 hingga ke-20. 

Standar yang ditetapkan meliputi standar untuk menjamin kesehatan 

dan kesejahteraan hewan, baik melalui aspek fisik seperti penanganan 

manusiawi dan aspek psikis seperti pemberian lingkungan yang 

menstimulasi dan tidak mengancam. Standar ini, menurut penulis 

sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai acuan atau panduan 
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masyarakat internasional, terutama masyarakat veteriner global, dan 

tidak terkecuali bagi negara yang ingin menjadikan TAHC sebagai 

acuan utama terkait hukum kesejahteraan hewan di negaranya sendiri, 

untuk dipatuhi oleh warga negaranya. TAHC sendiri dibuat dengan 

mempertimbangkan segala masukan dari delegasi negara anggota, 

serta saran dari profesional negara-negara anggota. 

2. Pada dasarnya sudah ada kesesuaian antara hukum kesejahteraan 

hewan Indonesia dan substansi TAHC, dibuktikan dari perbandingan 

yang dilakukan antar pasal undang-undang Indonesia dengan article 

dari TAHC. Aspek-aspek yang sudah sesuai meliputi: penanganan 

manusiawi seperti diatur dalam Pasal 66 UU No.18/09 dan Pasal 83 

PP No.95/12, secara umum selaras dengan konsep “lima kebebasan” 

dari Brambell yang menjadi dasar penetapan standar TAHC, dan 

secara spesifik selaras dengan article 7.1.1 TAHC yang menyebutkan 

tentang “humane handling”; tanggung jawab antarspesies manusia 

sebagai makhluk yang menggunakan hewan untuk kepentingannya 

seperti diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) PP No.95/12 yang 

selaras dengan article 7.1.2 angka 5 dan 6; serta pemenuhan 

kebutuhan hewan seperti diatur dalam Pasal 66 UU No.18/09, serta 

Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 88 ayat (1) PP No.95/12 yang 

setara dengan article 7.1.1 dan article 7.1.3 (3) sudah selaras satu 

sama lain. Bahkan sudah ada klasifikasi di hukum kesejahteraan 

hewan Indonesia, tetapi hewan dikelompokkan berdasarkan manusia 

yang menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) PP 

No.95/12, dan manusia tersebut diberikan kewajiban untuk 

melaksanakan prinsip kebebasan hewan. Manusia yang dimaksud 

adalah pemilik hewan, mereka yang berhubungan dengan hewan 

karena pekerjaan, dan mereka yang bekerja di tempat pemeliharaan 

hewan. Hal ini sudah cukup komprehensif sebagai upaya klasifikasi 

hewan. 



66 
 

5.2 Saran 

• Sebaiknya klasifikasi dilakukan dengan lebih spesifik dengan 

menggunakan kelompok hewan itu sendiri sebagai dasar 

pengelompokkan, dan mengadopsi cara pengelompokkan yang 

dilakukan oleh OIE melalui Terrestrial Animal Health Code (TAHC), 

seperti misalnya kelompok hewan terrestrial, dan mengikuti 

pengerucutan jenis hewannya. 

• Sebaiknya pemerintah mengusahakan pendekatan tidak hanya 

menggunakan sanksi negatif terhadap pelanggar peraturan, tapi juga 

sanksi positif bagi mereka yang menaati peraturan agar memotivasi 

yang lain agar taat juga. Sanksi negatif terutama sanksi pidana 

seharusnya bukan prioritas, melainkan upaya terakhir yang digunakan 

saat upaya lain tidak berhasil. 

• Sebaiknya pemerintah juga mengadakan upaya meluas untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengenai 

ketentuan kesejahteraan hewan, seperti peningkatan pengawasan dan 

penegakkan hukum, melihat masih banyak pula aparat penegak hukum 

yang tidak mengetahui adanya hukum hewan ini. Reformasi dan 

modernisasi hukum kesejahteraan hewan dapatdilakukan, dimulai dari 

pengawasan dan penegakkan hukum yang tepat, dan penyebaran 

informasi yang akurat dan meluas.  
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